Menimbang

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA //
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 27 ayat (5), Pasal 62 ayat (5), Pasal 97 ayat
(3), Pasal 98 ayat (9), Pasal 99 ayat (4) dan Pasal
100 ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 0131};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

ol

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah
kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan
di bidang pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Subjek ...




10.

11.

12.

13.

14.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik
daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten/Kota pada perangkat daerah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau
kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

15. Alat ...



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan
konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat
apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor
dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi
pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi,
perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB
adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk
Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor
dan Alat Berat.
Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan
tanah.
Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase
tertentu.
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB
adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen BBNKB adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase
tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Opsen Pajak MBLB adalah pungutan tambahan Pajak
menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh provinsi atas pokok
Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

27. Nilai ...



a7.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB
adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga
pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum
dalam tabel nilai jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.
Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga
rata- rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan
yang semata-mata digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Yang Terutang.
Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang
sampai dengan kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
Yang Terutang.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan
objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

38. Surat ...




38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menetapkan
besarnya jumlah Pajak Yang Terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan
jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang
menetapkan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada
Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak.

Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang berisi informasi kepatuhan
Wajib Pajak selama periode tertentu.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,
penyitaan dan penyanderaan.

Restitusi Pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran Pajak
yang diajukan Wajib Pajak kepada Negara/Daerah.

48. Keadaan ...




48. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan

49.

50.

51.

82.

53.

54.

manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang meliputi bencana alam,
kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit,
dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Keadaan Lain Berdasarkan Pertimbangan Gubernur adalah keadaan
di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Gubernur
yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Surat Pemberitahuan  Pemeriksaan Lapangan adalah  surat
pemberitahuan mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan
secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur
pemeriksaanyang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat
perintah untuk melakukan Pemeriksaandalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang
meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan
sementara dari jumlah pokok Pajak Yang Terutang atau retribusi
terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP
adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan
pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan
akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berisi koreksi pokok Pajak Yang Terutang baik yang disetujui maupun

yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

55. Laporan ...



55. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah

56.

(1)

laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaanyang

disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan

ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

e
.

.

oI S I

pendaftaran dan pendataan;
penetapan besaran Pajak Yang Terutang;
pembayaran dan penyetoran;
pelaporan;
pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
pemeriksaan Pajak;
penagihan Pajak;
keberatan;
gugatan;
penghapusan piutang Pajak;
pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan
penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
tata cara pelaksanaan Restitusi Pajak;
sinergi Pemungutan Opsen;
pengawasan.
Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah meliputi:

a. PKB;
BBNKB;
PAB;
PBBKB;
PAP;

Ao o

®

Pajak Rokok; dan

Opsen Pajak MBLB.

atau

Pasal 4 ...



(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(7)

Pasal 4
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut
berdasarkan penetapan Gubernur meliputi:
a. PKB;
b. BBNKB;
c. PAB; dan
d. PAP.
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:
a. PBBKB;
b. Pajak Rokok; dan
c. Opsen Pajak MBLB.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala PD
dengan menggunakan SPOPD.
Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf a, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada
Gubernur.
Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala PD.
Selain memberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
PD menerbitkan NOPD, nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek
Pajak.
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk orang pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Badan dihubungkan
dengan nomor induk berusaha.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib
PBBKB termasuk pemungut PBBKB yang berstatus badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam ...



(8)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mendaftarkan diri, Gubernur secara jabatan menerbitkan NPWPD
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Dan Pendataan PKB
Pasal 6

Setiap Wajib PKB atau kuasanya wajib melakukan pendaftaran dengan
mengisi data objek dan Subjek Pajak secara jelas dan lengkap.
Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek
PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:
a. objek Pajak dan Subjek Pajak yang berdomisili di Daerah; dan
b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek PKB baru

dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek Pajak dan

Subjek Pajak.
Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PKB
diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala PD.

Pasal 7

Mekanisme pendaftaran dan persyaratan pendaftaran Kendaraan

Bermotor dilaksanakan oleh petugas kepolisian pada loket pendaftaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenggang waktu pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yaitu:

a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Kendaraan
Bermotor baru;

b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat fiskal antar daerah
untuk Kendaraan Bermotor mutasi masuk;

c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan objek Pajak dan
Subjek Pajak, meliputi:

Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang;

Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;

Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi;

Kendaraan Bermotor yang ganti mesin;

Kendaraan Bermotor hibah;

Kendaraan Bermotor waris; dan

O b B O

Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan.

d. 3 bulan ...




d. 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa PKB sampai dengan
tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah
terdaftar di Daerah.

(3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran Pajak
tahunan dilakukan tanpa menggunakan SPOPD dengan ketentuan dalam
hal akhir Masa Pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang
diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Dan Pendataan BBNKB
Pasal 8

(1) Setiap Wajib Pajak BBNKB atau kuasanya melakukan pendaftaran dengan
mengisi data objek dan Subjek Pajak secara jelas dan lengkap.

(2) BBNKB penyerahan pertama didaftarkan sesuai dengan kartu tanda
penduduk pemilik pertama Kendaraan Bermotor atau domisili dengan
menggunakan formulir data objek dan Subjek Pajak.

(3) BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya didaftarkan sesuai kartu tanda
penduduk pemilik kedua dan seterusnya atau domisili dengan
menggunakan formulir data objek dan Subjek Pajak.

(4) Pendaftaran Kendaraan  Bermotor/BBNKB  penyerahan  pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan:

a. faktur; dan
b. dokumen lainnya.

(5) Khusus untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor impor, melampirkan :

a. faktur;
b. pemberitahuan impor barang; dan
c. dokumen lainnya.

(6) Untuk pendaftaran penyerahan kedua dan seterusnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), melampirkan:
a. kwitansi pembelian Kendaraan Bermotor;
b. surat keterangan fiskal antar daerah; dan/atau

c. dokumen lainnya.

Pasal 9
Orang pribadi, Badan dan/atau instansi pemerintah yang menerima
penyerahan Kendaraan Bermotor, mendaftarkan kendaraannya kepada PD
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat
penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.

Bagian Keempat ...



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Keempat
Pendaftaran Dan Pendataan PAB
Pasal 10

Setiap Wajib PAB atau kuasanya wajib melakukan pendaftaran dengan

mengisi data objek dan Subjek Pajak secara jelas dan lengkap.

Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek

PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:

a. objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang berdomisili/beroperasi
di Daerah; dan

b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki dan/atau
menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami
perubahan Subjek Pajak.

Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib

PAB diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala PD.

Tenggang waktu pendaftaran Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yaitu:

a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur bagi Alat Berat baru;

b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat keterangan
pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan bagi Alat Berat
dari luar Daerah;

c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PAB untuk Alat Berat yang
telah terdaftar di Daerah.

Pendaftaran Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

melampirkan:

a. faktur; dan/atau

b. dokumen lainnya.

Bagian Kelima
Pendaftaran dan Pendataan PBBKB
Pasal 11

(1) Penyedia BBKB mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui PD.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penyedia BBKB

diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala PD.

Pasal 12 ...



Pasal 12

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan

melampirkan persyaratan foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat

berwenang sebagai berikut:

a.
b.

C.

(2)

(3)

(4)

(9)

Nomor Induk Berusaha;
Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan,
sertifikat standar atau ijin sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia;

. Surat Keterangan Ijin Usaha Niaga Umum atau dokumen lain yang

dipersamakan; dan

kartu tanda penduduk atau identitas pimpinan perusahaan.

Bagian Keenam
Pendaftaran dan Pendataan PAP
Pasal 13

Setiap Wajib PAP yang menggunakan Air Permukaan, wajib mengisi data
identitas dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib PAP atau kuasanya.

Data identitas Wajib PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
juga diperoleh dari pendataan petugas lapangan.

Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memuat:

a. nama perusahaan;

nama Wajib Pajak dan/atau kuasanya,;

alamat Wajib Pajak;

jenis usaha;

o g

jenis peruntukkan Air Permukaan;
lokasi pengambilan Air Permukaan;

jumlah pemakaian Air Permukaan; dan

5o om0

bulan pemakaian Air Permukaan.

Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan
kepada Kepala PD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah
berakhirnya Masa Pajak.

Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
berdasarkan pada angka debit atau meter air yang dilaporkan oleh Wajib
Pajak.

(6) Pengadaan ...



(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pengadaan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan alat ukur air, maka akan
dilakukan perhitungan taksasi.

Tata cara perhitungan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Kepala PD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk
memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak
dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk
keperluan administrasi perpajakan daerah.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan
seterusnya, untuk PKB; dan
b. seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam Daerah,
untuk PAB.

BAB III
PENETAPAN BESARAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 15
Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah
memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam
satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan daerah.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak Yang Terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi
dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak Yang Terutang untuk
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama
3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun ...



(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka

waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Jangka waktu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dikenakan sebagai berikut:

a. Masa PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut
terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor;

b. Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30
(tiga puluh) hari kalender;

c. Masa PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut
terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat;

d. Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan
1 (satu) bulan kalender; dan

e. Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)
bulan kalender.

Untuk PKB dan PAB yang karena Keadaan Kahar menyebabkan Masa

Pajak-nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan Restitusi

atas Pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum

dilalui.

Pasal 16
Kepala PD menetapkan Pajak Yang Terutang berdasarkan SPOPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan menggunakan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala PD dapat menerbitkan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak Yang Terutang secara
jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaanatau keterangan lain ternyata
jumlah Pajak Yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung
berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala PD dapat menetapkan Pajak Yang
Terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) berupa nota penetapan.

(5) Pajak ...



(5)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)

(1)

(2)

(3)

Pajak Yang Terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak.

Penetapan Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
tanpa dikenakan sanksi administratif kecuali PKB.

Penetapan PKB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut
terhitung sejak pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat
Berat secara sah.

Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PAB tidak dipungut
lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (8).

Terhadap PKB dan PAB yang karena Keadaan Kahar mengakibatkan
kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas)
bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk
porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 17

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Gubernur atau
Kepala PD melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD,
nomor registrasi dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

Dalam penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara
lengkap.

Jika keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak

dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan ...



(4) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(1)
(2)

(6)

(7)

dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding,

gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 18

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Yang

Terutang dengan menggunakan SSPD.

Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,

pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Yang Terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yaitu:

a. PKB harus dibayar paling lambat pada saat tanggal berakhirnya masa
PKB;

b. BBNKB harus dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.

c. PAB dan PAP harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak
pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1}.

d. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
harus dibayar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya
Masa Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai

sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa

bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Yang Terutang

yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
BAB V ...



(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB V
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD
Pasal 19
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
wajib mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis
Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang
telah dibayar oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak Yang Terutang perjenis
Pajak dalam satu Masa Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Gubernur setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD

sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 20
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
dilakukan setiap Masa Pajak.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak Yang
Terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD.
Jangka waktu pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 21
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif
berupa denda.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditetapkan dengan STPD untuk
setiap SPTPD.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dikenakan jika Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar.

Pasal 22...




(1)

(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

3)

Pasal 22
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang
telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang
belum dilakukan pemeriksaan.
Jika dalam pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling
lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.
Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Atas kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3], tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang

kurang dibayar.

Bagian Kedua
Penelitian SPTPD
Pasal 23
Kepala PD melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
diketahui terdapat Pajak Yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar,
maka Kepala PD menerbitkan STPD.

@) ...



(1)

(2)

(4)

(5

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak Yang Terutang ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari

Wajib Pajak, maka Kepala PD melakukan pemeriksaan.

BAB VI
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 24
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala PD
melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam
surat keputusan pembetulan.
Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD menindaklanjuti
permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap
permohonan Wajib Pajak.
Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
PD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang
diperlukan.
Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala PD menerbitkan surat
keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

permohonan pembetulan diterima.

(6) Surat ...



(6)

(7)

Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak Yang Terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak;

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) Kepala PD tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan,

maka permohonan Wajib Pajak disetujui.

Pasal 25

Pengajuan permohonan pembetulan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) adalah untuk jenis:

a.

o a0 o

(1)

(2)

PKB;
BBNKB;
PBBKB;
PAP; dan
PAB.
Pasal 26
Pengajuan pembetulan Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan surat
permohonan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya menyebutkan:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. data kendaraan di antaranya nomor polisi, jenis, merk, tahun
pembuatan, nomor rangka dan nomor mesin;
c. alasan yang jelas;
d. besarnya pembetulan ketetapan pajak; dan
e. syarat yang dilampirkan.

(3) Alasan ...




(3)

(2)

(3)

(4)

Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
meliputi:

a. kesalahan tulis;

b. kesalahan hitung; dan/atau

c. kekeliruan penetapan.

Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
meliputi:

a. fotocopy SKPD terakhir;

b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan terakhir;

c. fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan

d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Format surat permohonan pembetulan PBB dan BBNKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 27

Pengajuan pembetulan Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf c¢ dan huruf d, dilakukan dengan surat
permohonan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. alasan yang jelas;

c. besarnya pembetulan ketetapan Pajak; dan

d. syarat yang dilampirkan.
Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kesalahan tulis;

b. kesalahan hitung; dan/atau

c. kekeliruan penetapan.
Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
yaitu :

a. foto copy STPD dan SSPD untuk jenis PBBKB;

b. foto copy SKPD dan SSPD untuk jenis PAP; dan

c. foto copy kartu tanda penduduk.
Format surat permohonan pembentulan PBBKB dan PAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 28 ...



(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(3)

)

Pasal 28

Pengajuan pembetulan Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan dengan surat permohonan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya menyebutkan:

a.nama dan alamat Wajib Pajak;

b. alasan yang jelas;

c. besarnya pembetulan ketetapan Pajak; dan

d. syarat yang dilampirkan.

Alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

meliputi:

a. kesalahan tulis;

b. kesalahan hitung; dan/atau

c. kekeliruan penetapan.

Syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

meliputi:

a. fotocopy SKPD; dan

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Format surat permohonan pembetulan PAB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Kepala PD melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal hasil pemeriksaan memenuhi kriteria, Kepala PD

membatalkan SKPD atau STPD dan menerbitkan SKPD atau STPD

perbaikan.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. alasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3),
Pasal 27 ayat (3] dan Pasal 28 ayat (3] yang telah dituangkan dalam
berita acara pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Pasal 27
ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) yang dinyatakan lengkap.

(5) Kepala PD ...



(5) Kepala PD dalam melaksanakan pemeriksaan dan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat

mendelegasikannya kepada Kepala UPTD.

BAB VII
PEMERIKSAAN PAJAK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30
Pengaturan pemeriksaan Pajak meliputi:
a. kewenangan pemeriksaan Pajak;
b. pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

pajak;

c. pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain; dan

d. kuisioner pemeriksaan Pajak.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemeriksaan Pajak
Pasal 31
(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan Pajak dengan tujuan
untuk:
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pajak.
(2) Dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala PD.
(3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu
pemeriksa, meliputi:
a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
b. tenaga ahli yang ditunjuk,
yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan

Pemeriksaan Pajak.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak
Paragraf 1
Umum

Pasal 32
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat
meliputi 1 (satu), beberapa atau seluruh jenis Pajak, baik untuk 1 (satu) atau
beberapa masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun

sebelumnya maupun tahun berjalan.

Paragraf 2
Kriteria
Pasal 33

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan

pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa

Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.
Paragraf 3
Standar Pemeriksaan
Pasal 34

(1) Pemeriksaan Pajak menggunakan standar pemeriksaan yang digunakan
sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum
yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.

(2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.

(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.

(4) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pemeriksaan yang dilakukan di PD.

(5) Standar ...



(5)

(6)

(1)

Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. standar umum pemeriksaan;

b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan

C.

standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Ketentuan mengenai standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kewajiban Dan Kewenangan Pemeriksa
Pasal 35

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan, pemeriksa berkewajiban:

a.

menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada

Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis

pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka

pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis

pemeriksaan kantor;

memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada Wajib

Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;

memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa kepada Wajib Pajak

apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;

melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan

penjelasan mengenai:

1) alasan dan tujuan pemeriksaan,;

2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan
pemeriksaan; dan

3) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku,
catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.

menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d

dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka PAHP

pada waktu yang telah ditentukan;

. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

i. melakukan ...



(2)

L

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran
secara tertulis;

mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib

Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa

berwenang:

a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang
yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang
terutang Pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan;

. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang

bergerak dan/atau tidak bergerak;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

g. meminta ...



g meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak

ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang

diperiksa.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa

berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke PD dengan menggunakan

surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor;

memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/ atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek Pajak Yang Terutang
Pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan;

meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh
akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak

ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Paragraf 5
Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 37

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

a. meminta kepada Pemeriksa untuk:

L
2.

4.

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;

memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal
pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan;
memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa dalam hal susunan
keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;

memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.

b. menerima SPHP;

c. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan

d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh

pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

Pasal 38 ...



(1)

(2)

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak

berkewajiban:

a.

d.

€.

f.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang Pajak;

memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh
data yang dikelola secara eletronik;

memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat
atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga
atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang
dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau
objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa;
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, wajib pajak

berkewajiban:

a.

memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan
waktu yang ditentukan;

memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data
yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek
yang terutang Pajak;

memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

meminjamkan laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh
akuntan publik; dan

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 6 ...



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 6
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 39
Tata cara pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak terdiri atas pengaturan sebagai berikut:
jangka waktu pemeriksaan;
penyelesaian pemeriksaan;
SP2;
pemberitahuan dan panggilan pemeriksaan,;
pertemuan dengan Wajib Pajak;
peminjaman dokumen;

penyegelan;

T mome a0 TP

. penolakan pemeriksaan,;

o
.

penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak

ketiga;

j. pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil
pemeriksaan;

k. pelaporan hasil pemeriksaan;

1. pembatalan hasil pemeriksaan,;

m. pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan selama
pemeriksaan; dan

n. pemeriksaan ulang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diatur dalam keputusan Kepala PD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain
Paragraf 1
Umum
Pasal 40
Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilaksanakan dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penentuan,
pencocokan dan/atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan

pemeriksaan.

Paragraf 2 ...




Paragraf 2
Kriteria
Pasal 41

Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria:

a.

o a0 o

(1)

(2)

(3)

)

(6)

pemberian NPWPD secara jabatan;

penghapusan NPWPD;

penyelesaian Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Paragraf 3
Standar Pemeriksaan
Pasal 42
Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain menggunakan standar pemeriksaan
yang digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan
capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan
wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pemeriksaan yang dilakukan di PD.
Standar pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi :
a. standar umum pemeriksaan;
b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.
Ketentuan mengenai standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 ...



(1)

(2)

(1)

Paragraf 4
Kewajiban Dan Kewenangan Pemeriksa
Pasal 43

Dalam melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain, pemeriksa

berkewajiban:

a. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal
pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat
panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan
dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;

b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib
Pajak pada waktu pemeriksaan;

c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa kepada
wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan;

d. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang
diperiksa;

e. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu
yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka pemeriksaan.

Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dengan jenis

pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang
berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pernbukuan atau
pencatatan, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan
pemeriksaan;

d. meminta ...



(2)

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan/atau

meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
melalui Kepala PD.

Dalam melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dengan jenis

pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:

a.

melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan/atau

meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
melalui Kepala PD.

Paragraf 5
Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 45

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain, Wajib Pajak
berhak:

a.

meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal
pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;

meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan
pemeriksaan lapangan, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis

pemeriksaan lapangan;

. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang

alasan dan tujuan pemeriksaan;

meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi
perubahan tim pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan tim
pemeriksa; dan/atau

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan

oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

(2) Dalam ...



(2)

3)

(1)

(2)

-0 a0

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dengan jenis

pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik, catatan, dan/atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dan/
atau barang yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta
meminjamkannya kepada pemeriksa; dan/atau

c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan
data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dengan jenis

pemeriksaan kantor, Wajib Pajak berkewajiban:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain,
yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan

data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 46
Tata cara pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain terdiri dari pengaturan
sebagai berikut:
a. jangka waktu pemeriksaan;
SP2;

pemberitahuan dan panggilan pemeriksaan;

o

peminjaman dokumen;

penolakan pemeriksaan; dan

penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak
ketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak untuk
tujuan lain diatur dalam keputusan Kepala PD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima ...



3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Kelima

Kuisioner Pemeriksaan Pajak
Pasal 47

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemeriksaan,
pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.
Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian
kuesioner pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak.
Dalam hal pemeriksaan yang dssss
ilakukan merupakan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
penyampaian kuesioner pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada saat penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan
lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan
dalam rangka pemeriksaan kantor.
Wajib Pajak harus menyampaikan kuesioner pemeriksaan yang telah diisi

kepada Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Saat Terutang Pajak
Pasal 48
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